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BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 

PROVINS! SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 
NOMOR IB TAHUN 2018 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 120 TAHUN 2017 TENTANG 

TUNJANGAN PERUMAHAN 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 

TAHUN ANGGARAN 2018 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka penyesuian besaran tunjangan 

perumahan pimpinan dan anggota DPRD, maka perlu adanya 

penyesuian harga satuan dari harga satuan tunjangan 

perumahan yang diatur pada ketentuan sebelumnya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2017 

tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 

Selatan Tahun Anggaran 2018; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

' 



• . 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi 

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4876); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 

Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4540 ); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

' 



Menetapkan 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 
Nomor 8); 

12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 ten tang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018; ( Tambahan 

Lembaran Daerah nomor 116) 

MEMUTUSKAN: 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 120 TAHUN 

2017 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018. 

Bab I 
Beberapa Ketentuan Pada Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2017 Tentang 

Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018 Diubah 

Sehingga Berbunyi Sebagai: 

1. Ketentuan pasal Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2017 
tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 



Pasal 4 

(1) Besaran Tunjangan Perumahan digolongkan dalam 3 kategori: 
a. Ketua DPRD Rp 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah}; 
b. Wakil Ketua Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah};dan 
c. Anggota DPRD Rp. 9.000.000,- (sembilanjuta rupiah}. 

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada 

pos belanja DPRD. 

Bab II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2018. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan menempatkannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan. 

ONGONDOW SELATAN¢ 

Bolaang Uki 
Februari 2018 -'" 

Ditetapkan di 
(/ada tanggal 

\8UPATI BOLAA 

I ERSON MAYULU 

ONGONDOW SELATAN, 

Diundangkan di Bolaang Uki 
padatanggal I Februari 2018 

\KABUPAT 

}MARZA ARVAN OHY 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 2018 




